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GUtsERN U R SU MIATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NoMoR, ll1; -{A - adL\.

TENTANG

PENIINruKAN PEJABAT PENGELOLA iNFORMASI DAN DOKUMENTASI

DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKIIMENTASi PEMBANTU

Di LINGKTINGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATE,RA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

35 Tahun ZOIO tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanag Infonnasi dan

Dokgmentasi di Lingkr:igan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

D aerah menyatakal i uh*-., P emerintahan D aetah melaksanakan pen gelolaan

peiayanan infonnasi dan dokumentasi;

b. bahwa untgk merencanakan cl-an melaksanakan kegiatan pengelolaan. dan

pelayanan infomasi memrju pelaygnan inforrnasi yang cepat, muclah dan wajar di
provirrri. Sumatera Barat, perhi"'ditunjuk Pejabat Pengelola lnformasi dan

Dokumentasi; rA

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1d.l \u-ruf

i'"#JilJffi:,iX11"#ffiTitJi';Hffi P.ii*Hffi?#H-ir*#
provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur

Sumatera Barat;

I\4engingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 195-8 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurai Nomoi 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat Sumatera Bara!; Riau dan Jambi sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang lemerinlhan Daerah,

sebagaimana teiah diubah beberapa kali teraldrir dengan 
-Uldang-Unclang 

Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahn
2OO 4 tentang P emerintahan D aerah;

3- Undane-Undang Nomor t4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inlormasi Pr:blik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 te*ang Pembagian Urhsan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah ' Provinsi dan

Pemerintahan Daerah KabupatenKota;

6. peraturan Pemerirrtah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

b;,lr"g Nr;;r 14 Tah,un 2008 tentang Ket'erbukaan Informasi Fubiik;

7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman

nengetolaan Pelayanan informaii dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Dalaur Negeri dan Pemerintahan Daerah;
g. paraturan "Daerah Propinsi Sumatera Barat }iomor 2 Tahun 2008 tentang

Pembentukan organisasi clan Tata Keda seiaetattat Daerah dan sekretariat

Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telsh

ai"l.f, dengan peraturan Daerah Provinsi Surnatera Earat Nomor 1 1 Talu::r 201 1 ;

/n
,d

,,!!



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Menunjuk pejabat pengerola Infonnasi dan.Dokumentasi cian pejabat pengeroiaInfonnasi dan DokumenJasi pembantu Ji rirgr.*L*'i,r"rfr'., sumatera Barat,dengan susunan oerson, r"uugui*;l lercantum-dalam Lampiran Kep*hrsan

fl?*:#ffi:l?*Tt*aimana dimaksud daram Dikrum r(ESAru mempunyai
1. Tim pertimbangan

a' Merarcukan uji konsekuensi terhadap. informasi yang dikecuarikan yangs elanj utnya ditetapkan dengan f .puturun Gub ernur.t,ffiH*is, rnenferesrik;;"';;ffii; r*il'",r,* aras perayanan
c' Membahas cran memberi perrimbangan atas berbagai pcrsoaran vansterkait crengan p"rar..urraari n"rgi";;; ffi;;rit# dokumentasi dllingkungan pemerintah p."Uf.si-3r*atera Barat.

2' 
riT..I*ggung Jawab,, Tugas, dan'wewenang p_ejabat pengel0ra InfonnasiPublik sacara keseluruhanl *.rrifif.i tanggung Jawab dalam :
a' Koordinasi penyimpanari.,aan pendokumentasian 

"*r* informasipubtik yang berada dj Bad,an p;bitk p"**ir"rr"#"."i.
b. Koordinasi penyediaan d"ri tJ;;T ,gr*h irfr"r; pubtik dibawahpensuasaan Badan pubrik pr-..atuiril;;#'ilor, 

diakses orehpubtik..

3' Pejabat pengelola Inforrnasi dan Dokumentasi mempunyai tugas untuk;
a' Mengkoordinalfan 

,pengumpul* ,-*lyt informasi pubrik secara fisiJ<dari setiap satuan ["r:i iir-*rir.pa.t*rr-;;#;.me1a1ui ppIDPembantu dan/ ataupejafat n"u.ti"f. ---quu,

b' Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengaman informasi.c' Mengkoordinasilan pe"a"i"" #ilasi pub-rik y"ig^ait r"i oreh scriapsatuan kerja dan unit perakruru i"toi, ti urai, iriili bersangkutanunhrk pembuatan dan p emutakhiran-O uft* Informasi p u bl ik.d. Metakukan Verifikasii;il i"f"*rri publik.e' Penetapan daftar inform*i p;r,.l*g.dikuasai oreh badanpubrik.f' Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayana, informasi publik melaluipen gumuman dan/ ataupermohonan.g' Mengkoordinasikan p"rg*r.o* i'rro.rr*i publik meraJui media yangs e c ara efel<tif d ap at menj angkau s auruh f e .m&k;?#ifr ;r,h' Mengkoordinasitan p.rryffiuiun irrro..uri dal-am u"ilrrr^r*g baik danbenar,. mudah aipuiru,,i ;;;;._pertimbangkan penggunaan bahasa. Iang digunakan oleh pendudrk,"t.rniuri. Petayanan informasi ;.r;;;;s*;ri; yang berraku.j' 
i#'rffi?.:ffi;i p"uiLv'fiI^""0",, t"put wur.tu, biaya ringan dan

1.l\.

1.

m.
n.

Mengkoordinasikan pemberian informasi prlk yang dapat diakses oreh
L:li,+ dengal petugas irf""";;;iu.'i"*ri unit peravanan informasiuntukmemenuhi pennohonan inforrnr.irrUril..Penetapanproseciur"pfi ,ir;"ft;;;,;i#irr.*informasipubtik.
Pengktasifikasian informuri aurriuirlriilg;"h_*;;. 

r@Dr puu,*
Melakukan penguiian tentang konselnr#s i y*g' ti,*bul sebagaimanadiaftf dalam pasal 19 unaarig-u;ang Keterbukaan Informasi pub]il<
seb el um menyatakan informasi-poui r. tJrt*t dikecualircan



o. Menyertakan alasi
dan te€as, t;1T tertulis pengecuarian,,sgpufi 

pubrik secara jerasP' ut'gfiiffirtnal Pcrmohonan infor
o.,e;,;&ffi *n .;* ffi:I':l*,t}fr ,,-;;;:q 
l:-":*lg p;rer.r_,inr.Iri#iXrarmasi

r ;ffi -ffi# ##;il,rx; *l#:;*,?Hy+,}6!ti.:*.* 
p impin an ba

s 
i::",:'f*il;dffifl ',ffi-#:-ryffij$3r:ihitiffi*a wak'ru

' #*"'Htri:#$* t',igt1ffi#*

4. Dale' Inro#'r;'ff':il#'Hnflq*ss iawab dar
rtur, ori.rt, ffi,H_TiiHa, Peiabat pengerota

a. Mengkoordinasikan 
setiap safuan keria dar, ,,-r. _- , ,

b. #j#,,, oru,,,. or"* *T,.ilH#JHt dan unit peraksana. teknis cri

,.1-"1i'u 
a * ;;,,p ";ff 'ffiHff#, ?T* r,r"il # fri,,u.

c *TLl-ng 
meqf adi caxupan ke{'anya. 

iatuan kerja dan unit pelaksana

o#Ytufoan 
suatu infonnasi oGj'* daoar ,ti,t.-^^ 

-

d. *J:fffr-;;*'JfJ*tr..'i1l**tii;;A#:' 
diakses publik atau tidak

],Slgo,r;i;;#lhTi:tffi H::11::T".:.r,rls.,arablainrormasih
,"*rfr :,;:ffi fl1ffi i...,X_ 4,r b ;; ffi ,f * yans d ike; u ai ilan /d;;;;

e. tr4"nugaska' pejabai 
,.rt *'t.il.*## tentang hak dan tot^ tuubii

;:;;fil|"'f, j::''r::r"'i}#i#'l:i:T{iitr,*}iioiuu*or,trtr#a, lffi
5. pejabat pengeroia 

rnrormasi dan Dokumen,r., ;;;;:gas 
informasi.

a. 
|4gngkoordinasikan darinfonnaS a"" ^"^,iil 

".*. mengkonsolidasitr

,,Hffi*:J""#HH::il; ;;,#, 1.,*'* bahan

!. ,il;iilff^,i;:iffi:ii5r" an eran memberi peiayana,

o. Melakur<an pemutakhir* rljf*:si pubtik;
e. Menyediak; f;n"**i1#?1'ud dan clokumentasi
f. Melakukan-^ ;::::'j:-Y 

oan dokumentasi untuk

;: ri:;;ffi#ffi'#'*;#ffiil#:#F"ffiffi:, ,*ni,.

-Pengetoli inro*uii"il; ;"1*u 
pengelolaan i

kebutuhan. kumentasi Utama 
ntormasi 

.kepapa Pejabat

h. Memba , , 
---_"*"' \Jr'uira secara bekala dan sesuai

,*,o,*klill'#*ff T:i:,il_ffi#i;.,i1_#H:entasiurama
' ;fl'B:m*:l1 Informasi dan Dokumenra,y se.rra pejabat pengerora rnformasi l

fil:ffi #r:[Tdki:"t!"Ffi ,r*!-i1Tffi;i:x,,HJfl *p,e;*ri*eparasatuanKerjarerangkui;;;";ffi 
.rrfi,jgffi:tfi ilfr _

' 
;;1;;fr l"lXl'#, H;o,:: cran,Dokrunentasi o.*o** Itst dan menolak permohonan i"rr^#rrj. "erwenang memberikan

,, 
;,

:"'"

KETIGA

KEEMPAT



\/

,at ''

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEN{BiLAN

KESEPULTM :

?1* hal reriadi .g"gk:t_u- informasi publik, pejabat pengelola Informasi danDokumentasi serta pejabar pengeloia Inforu:asi aun dot *;il;ru;;b."t_
melakukaa hai sebagai berikut : 

* --- ----'
, riii

i

a. Pejababat Pengelola Infonuasi dan Dokumentasi melapor lecpada Tim

io"':
.\*,/

b' Pejabat Pcngelola Informasi dan Dokumentasi bersama-sama dengan pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu oapat mewakili pejabat
Publik menyelesaikan sengketa mcrarui mediasi a* uir-iil.*i.

Dalam melaksanakT 
$s-asnya, Fejabat Pengelola Infomrasi dan Dokumentasidan Pejabat pengerola Infonnasi dan Dokumlntasi p.*u*t bertanggungjawab

kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sckretaris Daerah.

Kepada Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaks*ddalam Diktum KESATU diberikan uang pembahasan/veriniurilria{^**ri
dengan ketentuan peraturan perundang_uoi*g*.

Segala biaya yang tirnbul akibat ditetapkan. Keputusan ini dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Beranja Daerah pro"i"rii;;;;a Barat.

P-ada saat Keputusan' ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 489 - 332 - .2072 tenthng penetapan prj;rrip;;gerola Informasi danDokumentasi dan pejlbat peng'blola Infonnasi d; t;kr*entasi pembantu ciiLingkungan pemerintah provihii'sumatera Barat, dicabut il;;;y;;ffi';r;;berlaku. ,;

I(eputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

2014

.i;

Tembusan disampaikan kepada yth :
l. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ketua I(omisi Informasi pusat RI di Jakarta
4, Sdr.Ketua DPITD prov.Sumatera Barat di padang
5. Sdr.Bupati/Walikok se Sumatera Barat
6. Inspektur Provinsi Sr.rmatera Barat

] '$era! oinas Pengelolaan Keuangan Daerah provinsi sumatera Barat
8. Para Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah prouioii Srr"i;;;;;B;'
9. Kepala Biro di lingkungan sekrbtariat Daerah provinsi sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

{t



,ti'
i'

IAI\4PIRAN : KEPUTUSAN GI.]BERNUR SUMATERA BARATNOMOR : 480 _46_2014
TANGGAL : 20 Januari ZOtq
TENTA}.IG : PENTINILIKAN PEJABAT PENGEI,OLA INFORMASI DAN

P 
O5T]fuIENTA S I DAN 

-P 
EriTP AT P ENG;L|' il' -N;ffi 

O#i U,DAN DOKL]I4ENTASI PEMBANiU DI LINGKTINGANPEMERINTAH PR.OVINSI SUMATENA EARAT.

SUSTISIAN PEJAtsAT PENGELOLA INIFORMASI DAN DOKUMENTASi DAN PEJABATPENGELOLA iNFORMASi DAN OOTUTTAPNTAii PBTVMANTU DI LINGKLINGANPEMERINTAH PROVM{SI STIMATTNA BARAT.

: 1. Gubermr Sumatera Barat.
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat.

: 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten pemerintahan
3. Asisten Btonomi aan Kesra

".!, AsistenAdministrasi dan Umum
.5, StafAhli Bidang Femerintahan
o. stararrii piq*E ilffi;t#Keuangan
z. stafAhli Bidanfi F;ilik ;* Hukum8. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan

SDM
9. Staf Ahli Bidang pembangunan

. 10. Kepala SKpD aifinglilrlan pempror,.
Sumbar

11. KepalaBiro l{ukum Setda prov. Sumbar.

.:, : Kepala Biro Humas Seida prov. Sumbar.

;/

Fengarah

Tirn Pertirnbangan

Pejabat Pengelola trnfonnasi dan
Dokumentasi Utama

Biclzurg Pengelolah data & klasifikasi Informasi

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Bidang Penyeiesaian Sengketa Informasi

Sekretariat

Kabag Telematika B-iro Humas

Kabag Penerangan Biro Humas

Kabag Bantuan l{ukum

Kabag Analisa Kebijakan dan Media Biro
Hrunas Setda prov.'Sumbar. .

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu (pplDp)

cL.

b.
o.

d.

f,
o

h.

S ekrehris Inspektorat provinsi Sumatera Barat.
Para Sekretaris Badan provinsi S;;;;;;;;:
Para Sekrdtaris Dinas provinsi Sr*;i##;:
$epala Bagian Umum sekretariainn6;;;nsi swnarera Barat.selrretaris satuan porisi pamong p*:" pr*rnsi sumate ruBarut.Kabag Pemerinrahan Nagari Bfi p;;.ri"rr#;;rd.i,r"i. 

sr,,rrera BaratKabag Dokumentasi Biro' Uutum SetOa pr;;;ud;
Kabag r(nerj a Biro organisasibrtou proo. sumbar.



i. 
$abaqMonitoring dan Pengendaiian APBN Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Sercia
Prov. Sumbar

j fuUug nir,* Satanu Perekonomian Biro Perekonomian Setda Prov. Sunnbark. Kabag Pembangunan Generasi Muda Biro Bina Sosial Setda Frov. Sumbar1. Kabag Tata Usaha Biro Umum Setda prov. Sumbar.
m. Kabag Pembinaan Asset Biro Asset Setda prov. Sumbarn. Kasubag Tata Usala. Kantor Penghubung Pemprov.Sumatera Barat tiif akarta.o. Kabag Umum Rumah Sakit AJrmad Muchtar Bukittinggip. Sekretaris Rumah Sakit Jiwa HB Sa,anin padang.
q. KasubagTataUsahaRSUD pariaman.
r. ,Tftsubag Tata Usaha RSUD Sotok.

,SiPYRTY.B' 
SUM,{TtrRA tsARAT,

li "i tF*^ryo'{*!;. :'


